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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah 
diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman dalam pemberantasan kasus 
tindak pidana korupsi di  Kabupaten Sleman adalah dengan melakukan 
penyelidikan yang diawali adanya informasi indikasi peristiwa korupsi. 
Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan dan penerbitan surat 
perintah operasi intelijen yustisial. Pelaksana Intelijen melakukan 
pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan. Data dan bahan 
keterangan yang berhasil dihimpun kemudian dianalisa untuk ditarik suatu 
kesimpulan dan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Operasi Intelijen 
Yustisial yang selanjutnya secara berjenjang disampaikan kepimpinan 
sebagai dasar untuk mengambil kebijakan dan menentukan langkah 
berikutnya. 
2. Kendala yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman dalam 
mengungkap kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sleman antara lain, 
modus operandi korupsi yang biasanya rapi didukung intelektualitas calon 
tersangka, personil intelijen yang masih kurang baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif, dan keterbatasan sarana dan prasarana dalam 
mendukung pelaksanaan tupoksi Intelijen Kejaksaan. 
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B. Saran 
Berdasarkan pada kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Perlu diberikan kewenangan yang jelas antara penyelidikan yang 
dilakukan oleh Kejaksaan dengan instansi yang lain, seperti Polisi dan 
KPK agar tidak terjadi benturan kepentingan. 
2. Perlu diperbanyak SDM Kejaksaan dibidang intelijen agar pelaksanaan 
tugasnya dapat berjalan lancer tanpa terkendala dengan jadwal siding dan 
kegiatan lainnya serta penambahan sarana dan prasarana bagi Kejaksaan 
Negeri. 
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